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BUPATI PATI
PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR:6ffisg$ffiS9

TENTANG
TATA CARA PENJARINGAN DA}I PENYARINGAN CALON

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN PATI

DENGAN RAI{MAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

: a. bahwa guna memperoleh anggota Direksi PDAM Kabupaten Pati yang

profesional diperlukan tahsp peqiaringan dan penyariagan calon anggota

direksi ;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah

Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Air
Minum ( Lembaran Daeratr Kabupaten Pati rahun 2007 Nomor 20 ,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 ) , perlu menetapkan

Peraturan Bupati Pati tentang Tata Cara Peqiaringan dan Penyaringan Calon

Direk$i Perusalraan Daerah Air Minum Kabupaten pati.

: 1. Undang * undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah -
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24 ,BerjrtaNegara Tanggat g

Agush$ 1950 );
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2. Undang*Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 , Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;

3. UndanfUndang Nomor 10 Tahun 2004 tenhng Pembentukan Peraturan

Perundang - undangau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20M

Nomor 53 , Tanbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389) ;

4. Undang*Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintalran Daerah

( Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 20M Nomor 125 , Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah

beberapa kali diubah teralfiir dmgan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Penrbahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Repulik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59 , Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4844 ) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Caxa

Pembinaan dan Pegawasan Perusahaau Daerah di Lingkungan Pemerintah

Daerah;

6. Feratumn Menteri Dalam Neged Nomor 2 Tahun 2007 tenrang Organ dan

Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;

7. Keputusan Menteri Dalam Neged dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000

tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007 teatang Perusahaan

Daerah Air Minum ( t embaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 20

Tambahan tembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 ).

MEMUTUSKA}.{ :

PERATURAN BUPATI TENTA}IG TATA CARA PENJARINGAN DA}'{

PE}.{YARINGA}I CALON DIREKSI PERUSAI{AAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN PATI

Menetapkan



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalarn PeraturanBupati ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Pati .

2. Pemerintah Daerah adalatr Bupati dan perangkat dasrah sebagai un$ur

penyelenggara Pemerintahan Daerah..

3. Bupati adalah Bupati Pati.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

5, Perusahaan Daerah Air Minum yang selar{utnya disingkat PDAM adalah

Perusahaan Daerah Air Miaum Kabupaten Pati.

6. Dewan Pengawas adalah DewanPengawas PDAM,

7. Direksi aitalah Direksi PDAM.

8. Pedaringan adatah suatu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan bakal

calon Direksi PDAM yang dapat mengikuti penymingan.

9. Penyaringan adalah suatu upaya untuk mendapatkan calon anggota direksi

PDAM guna ditetapkan oleh Bupati menjadi anggota direksi PDAM .

BAB II

LOWONGA}I DIREKSI

Pasal 2

(l) Jabatan Direksi PDAM lowong karena :

a. berakhimya masajabatan ;

b. meninggal dunia;
' c. diberhentikan sebelurn masa jabatan berakhir.

(2) Dalam hal jabatan Direksi PDAM lowong karena berakhimya masa jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, maka paling lambat 6 ( enam )
hulan sebelum jabatan tersebut lowong , Bupati memberitahukan kepada

DPRD bahwa proses peqjaringan dan penyaringan calon anggota direksi

akan segeradilakukan.



(3) Dalam hal jabatan Direksi PDAM lowong karena meninggal dunia atau

dibrhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dan huruf c o maka paling lambat 2 ( dua ) bulan setelah

jabatan tersebut lowong , Bupati memberitahukan kepada DPRD bahwa

proses penjaringan dan penyaringan calon Direksi akan segera dilalflrkan.

Pasal 3

Persyaratan menjadi anggsta Direksi PDAM adalatr rebagai berikut :

a. WargaNegaralndonesia ;

b. berusia setinggi * tingglnya 50 { lima puluh tahun ) bagr yang berasal dari

luar PDAM dan 55 ( limapuluh lima ) tahunbagi yangberasal dari PDAM ;

c. Sehat Jasmani dan rohani dihil$ikan dengan Surat KeteranganDokter;

d. Berpendidikan minimal sarjana ( stala 1 ) diutarnakan sesuai dengan

bidangnya;

e. Mempunyai pengalaman kerja 10 ( sepuluh ) tahun bagr yang berasal dari

PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 ( lima belas ) tahun

mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan

dengan Surat Keterangan ( referensi ) dari perusahaan sebelumnya dengan

penilaian baik ;

f, Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi pDAM

g. Bersedia bekerja penuh waktu.

h. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati , wakil Bupati atau Dewan

Pengawas dan I atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis

lurus atau kesamping tennasuk menantu dan ipar.

i. Bersedia menandatangani manajemen konfiak yang berisi apabila dalam

waktu 2 ( dua ) tatrun berturut * turut sejak pelantikan tidak mampu

memenuhi target kinerja yang ditetapkan secarlr wajar dalam pelayanan air
benih kepada masyarakat , sanggup diberhentikan sebagai Direksi.

j. Lulus Uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli atau

konsultan independen yang ditunjuk oleh Bupati,



BAB III

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGA}I

Pasal 4

(1) Penjaringan dan Penyaringan calon direksi PDAM dilaksanakan oleh Panitia

yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

{2}.Panitia Peqiaringan dan Penymingan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dibentuk paling lambat 2 ( dua ) bulan setelah jabatan adggota direksi

PDAM lowong.

(3) Lingkup tugas pokok Panitia Penjaringan dan Penyaringan calon anggot*

direksi PDAh,I adalah :

a. Perencanaan, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan persiapan pros€s

pe4|aringan dan penyaringau meliputi :

- Pembuatan rencana kegiatan dan anggaran biaya.

- Fe*ylrsurran skedul wa*lu pelaksanaan peqiaringan dan penyaringan.

b. Pelaksanaan , yaitu proses kegiatan yang me{iputi :

- Fembuatan jadwal pelaksanaan.

- Pengumuman

- Penjaringan

- Penyaringur

c. Pelaporan hasil calon yang telah lulus test peayaringan untuk diajukan

dan diusulkan kepada Bupati guna ditetapkan sebagai direksi.

BAB TV

PENJARINGAN DAN PENYARINCAN

Pasal 5

(l) Penjaringan calon anggota Direksi PDAM melalui tahapan proses kegiatan

y'angmencakup:



a* Pengumuman Lowongan Direksi PDAM.

b. Penerimaan berkas lamaran.

c. Seleksi administatif.

d. Pengumuman yang lolos seleksi adminiskatif untuk meagikuti test

seleksi penyaringan.

e. Pemberim Nomor Peserta test sel€ksi pnyaringan.

f, Pemanggilan peserta urfiuk mengikuti test seleksi penyaringur.

(2) Fanitia Fenjmingan dan Penyaringan calon Direksi menerbitkan

pengumuman secara terbuka kepada masyarakat luas melalui surat kabar

daerah dan media lain nya tentang lowongan direksi PDAM.

(3) Pengumuman tentang lowongan direksi PDAM dikeluarkan paling lama

I ( satu ) butan sebelum tanggal pembukaan penerinnaan lamaran kerja.

(4) Pengumuman sebagainrana dimaksud pada ayat t2) minim{
mencantumkan:

a. Jumlah dan nama jabatan anggota direksi yang dibutuhkan.

b. Persyaratan yang harus dipenuhi bagl para pelamar yaog akan

mengajukan berkas lamaran sebagai calon anggota direksi.

e. Alamat dan tempat laanaran ditujukan.

d. waktu dan periode pemasukan berkas larnaran mulai dari Hari ,

tanggal , jam pembtrkaan penerimaan berkas lamaran hingga batas

waktu akhir ( penutrpan ) penerimaan berkas lamaran"

e. Hari dan tanggat seleksi adminishasi.

f' Hari dan tanggal pengurnuman pelamar yang lolos seleksi adminishasi

dan berhak mengikuti test seleksi penyaringan.

g. Benttrk,atau.ienis dan tahapan test seleksi pnyaringan.

h. Alamat dan ternpat penyelenggaraan test seleksi penyaringan.

i. Jadwal pelaksanaan test seleksi penyaringan.

j. Hari dan tanggal pengumurum hasil test penyaringan.

k. Pengumuman hasil test peayarihgan.

l. Dan hal * hal penting lain yang berkaitan dan perlu diumumkan.



Pasal 6

{1) Panitia Pe4iaringan dan Penyaringan calon angota direksi PDAM

menyelenggarakan test seleksi penyaringan terhadap peserta yang telah lolos

seleksi admiqistrsi dan berhak mengikuti seleksi penyaringan.

(2) Test seleksi Penyaringan calon anggota direksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) , terdiri dari :

a Psyco test.

b. Wawancara uji kepatuan dan kelayakan ( Fit and Proper test ) , yang

didalannya termasuk pemapamn dari peserta test mengenai visi , misi

PDAM.

(3) Test seleksi penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh tim ahli atau konsultan independen yang dituqiuk oleh Bupati.

(4) Penetapan bobot masing - masing jenis test penyaringan dan standart nilai

kelulusan ditentukan oleh Tim Ahli bersama Panitia Penjaringan dan

Penyaringan.

(5) Aspek - aspek yang men$adi dasar penilaian meliputi faktor integritas ,

kompetensi dan sfrategi dibidang perusahm.

BAB V

LAIN. LAIN

Pasal 7

Keputusan Paaitia atas hasil peqiaringan dan penyaringan tidak bisa diganggu

gugat.



BAB VI

KETENTUA}i PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintalrkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

padatanggal F 1l6bwsx,g &Sg

BUP

TASIMAN

ATI PATI

/

Diundangkan di Pati

pada tanegat ! Fcbre*e.rt ffigp

SEKRETARIS

MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHLIN 2OO9 NOMOR : 2?

KASUBAG
PFR UU AN

FEI\}.Li?iAf{

JLiJ;:!'ihid

S'r.l(iii\F2
lr?lSTvitt&.yfu&
l(AilAG l.lLli(Ui'\,'1

*


